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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei
Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang
diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat penguna pengadilan.
Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh
pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan cara memberikan
kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan
Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret
2024. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian
kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima

terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara,
sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga
laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam

penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 01 April 2024

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,
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BAB |
KUISIONER SURVEI

Focus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas
2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian
sasaran tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil berupa Survei

Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna
layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang

dalam hal ini adalah aparatur pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan
Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi

yang meliputi variable-variabel :

. Manipulasi Peraturan
. Penyalahgunaan Jabatan
. Menjual Pengaruh

. Transaksi Biaya

1
2
3
4
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia
Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dibuat dengan bahasa yang
sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan
ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman

atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-
komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga
memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir,
pekerjaan dan juga nomor telefon/WA yang bisa dihubungi. Hal ini berkaitan
dengan kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang

dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan | 2024 Pengadilan Tinggi Bandung 1



BAB I
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah
penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur
pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti
korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana
maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/'umum. Hal ini selaras dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahmakah Agung Republik
Indonesia).

B. Metode Pecacahan

1. Sampel

Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500.

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di

Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Variabel pengukuran

. Manipulasi Peraturan
. Penyalahgunaan Jabatan

a

b

c. Menjual Pengaruh
d. Transaksi Biaya
e. Biaya Tambahan
f. Hadiah

Transparansi Biaya

= @

Percaloan

Perbuatan Curang
j-  Transaksi Rahasia
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C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei
pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung RI dengan alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
pengadilan/097500.

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner
dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/
penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan
publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas

pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari

sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.
Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1

2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2

3. Baik, diberi nilai persepsi 3

4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai
penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama

dengan menggunakan rumus :

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 =N

Jumlah unsur X

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus :

SPAK = Total dari Nilai persepsi per unsur x Nilai tertimbang
Total unsur yang terisi
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 -
100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan

rumus :

SPAK Unit layanan x 25

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi

Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Mutu Pelayanan Nilai
No (Kinerja Unit . .
Pelayanan) Interval Konversi Interval Persepsi
A (Bersih dari
1. Korupsi) 88,31 -100,00 | 3,5324 -4,00 4
B (Cukup Bersih dari 3,0644 -
2. Korupsi) 76,61 - 88,30 3532 3
C (Kurang Bersih dari
3. Korupsi) 65,00 - 76,00 2,60 - 3,064 2
D (Tidak Bersih dari
4. Korupsi) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,5996 1
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BAB I
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan | Tahun 2024), responden
yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Diroktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum sebanyak 578 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai
mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tinggi Bandung sebesar 99,91 % yang berada pada kategori “A”
(pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar
4,000 dengan katagori persepsi korupsi “A” artinya “Bebas dari Korupsi’.

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan
Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebesar 96 %.

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran
indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat
1 Manipulasi Peraturan 3,997 Bersih dari Korupsi 6
Penyalahgunaan Bersih dari Korupsi 8
2 Jabatan 3,995
3 Menjual Pengaruh 3,988 Bersih dari Korupsi 10
4 Transaksi Biaya 3,995 Bersih dari Korupsi 7
5 Biaya Tambahan 3,993 Bersih dari Korupsi 9
6 Hadiah 3,998 Bersih dari Korupsi 5
7 Transparansi Biaya 3,998 Bersih dari Korupsi 4
3 Percaloan 3,998 Bersih dari Korupsi
9 Perbuatan Curang 4,000 Bersih dari Korupsi 2
10 Transaksi Rahasia 4 Bersih dari Korupsi 1

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur
indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing
ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,997 berada pada interval

skor 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks
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Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)

Unsur Manipulasi Peraturan.

pada

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan

secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur: Manipulasi Peraturan

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 578 100,00
2. B (Jarang) 3 0 0,00
3. C (Sering) 2 0 0,00
4, D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 578 100

2. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,995 berada pada interval

skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi

berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Penyalahgunaan

Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara

ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 576 99,65
2. B (Jarang) 3 2 0,35
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 578 100

3. Menjual Pengaruh

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,988 berada pada interval

skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi

berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Menjual Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas

disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Menjual Pengaruh

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 575 99,48
2. B (Jarang) 3 3 0,52
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 578 100

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,995 berada pada interval
skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Biaya.

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Biaya

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 574 99,31
2. B (Jarang) 3 2 0,35
3. C (Sering) 2 1 0,17
4. D (Selalu) 1 1 0,17
Jumlah 578 100

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,993 berada pada interval
skor kategori 3,5324 — 4,00 “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Biaya Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Biaya Tambahan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 577 99,83
2. B (Jarang) 3 1 0,17
3. C (Sering) 2 0 0,00
4, D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 578 100
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6. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,998 berada pada interval
skor kategori 3,5324 — 4,00 “A". Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 8

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Hadiah

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 576 99,65
2. B (Jarang) 3 1 0,17
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 1 0,17
Jumlah 578 100

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,998 berada pada interval
skor 3,0644 - 3,532 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi® pada item atau indikator
Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transparansi Biaya

No.

Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 577 99,83
2. B (Jarang) 3 1 0,17
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 578 100

8. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,998 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada
pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Percaloan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 10

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Percaloan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 577 99,83
2. B (Jarang) 3 1 0,17
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 578 100

9. Perbuatan Curang
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “A". Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada
pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Perbuatan Curang.
Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 11

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Perbuatan Curang

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 578 100,00
2. B (Jarang) 3 0 0,00
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 578 100

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Rahasia

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 578 100,00
2. B (Jarang) 3 0 0,00
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00

Jumlah 578 100
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B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut, dapat

diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

1.

Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan di Pengadilan

. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan

(meskipun tidak diminta)

. Dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam

pengurusan surat / berkas perkara .

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam

katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukan bahwa pada

ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum

optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan

atas variable tersebut.

1. Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan di Pengadilan

Pertanyaan untuk mengetahui apakah informasi tentang tariff/biaya mudah
didapatkan atau diakses oleh masyarakat. Informasi menyangkut tarif/biaya
tersebut apakah secara terbuka dan transparan dipublikasikan ke masyarakat
melalui media-media informasi yang ada dan dimiliki Pengadilan Tinggi

Bandung.

Informasi tentang tarif/biaya berkaitan dengan pemahaman apakah informasi
biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang
dibayarkan sesuai sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya

pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran

2. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan

(meskipun tidak diminta)

Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima
hadiah/imbalan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang telah

diberikan.

3. Dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam

pengurusan surat / berkas perkara

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak

lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut :
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Tabel 13
Monitoring dan Tindak lanjut

No. | Hasil Survei 3 Unsur Terendah Saran/Rekomendasi Tindak lanjut Data Dukung

1. | Selalu mudah dalam 1. Publikasi jenis layanan dan biaya layanan melalui media Memasang pamflet/brosur di meja 1. Standar pelayanan
mendapatkan informasi tentang informasi diantaranya website, media social, Pamflet ataupun | layanan dan tayangan slide pada 2. Aplikasi Media
tarif/biaya baik melalui website brosur layar informasi maupun pada Sosial
ataupun petugas layanan di 2. Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh petugas PTSP webS|te.dan medl.a sosial pada 3. Pembinaan Petugas
Pengadilan terhadap informasi tarif/biaya dan layanan kepada penerima Pengadilan Tinggi Bandung FTSP

layanan

2. | Memberikan tanda terima kasih Mendorong dan mengingatkan pemahaman tentang Diberikan pemahaman dan briefing Pembinaan Petugas
atas layanan yang diterima di perubahan pola pikir (mindset) terhadap petugas-petugas oleh Pengawas PTSP secara PTSP
Pengadilan (meskipun tidak pelayanan atas hak dan kewajiban untuk selalu memberikan | berkala kepada Para Petugas
diminta) pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih. Layanan

3. | Dihubungi oleh seseorang 1. Perubahan pola pikir untuk bisa melayani dengan baik dan Pembinaan oleh KPT Bandung Pembinaan oleh KPT

(karyawan Pengadilan) yang
akan membantu dalam
pengurusan surat / berkas
perkara ?

menjalankan tugas sesuai aturan.

2. Dilakukan Pembinaan kepada seluruh Aparat Peradilan

terhadap Warga Pengadilan Tinggi
Bandung
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BAB IV

DATA SURVEI
A. Data Responden
1. Umur Responden
Tabel 14
Karakteristik Responden Menurut Umur
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase

1|18 - 28 Tahun 288 49,91

2|29 - 39 Tahun 141 24,44

3140 - 49 Tahun 83 14,38

4[50 - 59 Tahun 40 6,93

5|>60 Tahun 25 4,33

Jumlah 577 50,09

Grafik 1

Karakteristik Responden menurut Umur

= 18 -28 Tahun =29 -39 Tahun 40 - 49 Tahun 50-59 Tahun = > 60 Tahun

Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 288 orang dari
total 577 reponden atau 49,91 %.

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 15
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Laki-laki 435 75,26
2|Perempuan 143 24,74
Jumlah 578 100,00
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Grafik 2
Karakteristik Responden menurut Jenis kelamin

S

= Laki-laki = Perempuan

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 435 orang
dari total 578 orang (75,26 %).

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 16
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1| SMA 0 0,00
2 | Dl 3 0,52
3|91 472 81,80
4|82 91 15,77
51]S3 11 1,91
Jumlah 577 100,00

Grafik 3
Karakteristik Responden menurut Pendidikan

S2 =53 = jumlah

= SMA =DIll =51

Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah

472 orang dari total responden 577 orang (81,80 %).
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4. Pekerjaan Re

sponden

Sebagian besar responden berprofesi lainnya berjumlah 392 orang dari total

Karakteristik Responden menurut Pendidikan

—

= Swasta

= PNS

responden 578 orang (67,82 %).

5. Jenis Layanan

Lainnya

= Wirausaha

Tabel 18

= Jumlah

Tabel 17
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|PNS 0 0,00
2|Swasta 179 30,97
3|Wirausaha 4 0,69
4|Tenaga Kontrak 3 0,52
4{Lainnya 392 67,82
Jumlah 578 100,00
Grafik 4

Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan

No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Pidana 1 0,17
3|Hukum 575 99,48
4|Administrasi Umum 2 0,35

Jumlah 578 100,00
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Grafik 5
Karakteristik Responden menurut Layanan

» Pidana = Perdata = Hukum = Administrasi Umum = Tipikor = e-Court = Jumlah

Sebagian besar responden menerima layanan Hukum berjumlah 575 orang dari
total responden 578 orang (99,48 %).

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei

http://esurvey.badilum.mahkamahaqung.go.id/pengadilan/097500

si SUPER

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

2. Publikasi Hasil Survei
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

2. Ceruscang No. 210 Cescung
leww Ceeral

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUP SI
Paricde 1 Januarl 2024 sampal 31 Maret 2024

Juamiah 578 RESPONDEN
Joria Kaiamin LAK-LNG © 436
PEREMPUN | 143

SURVEY PERSEPSI ANTI Ponddian  Tidak / Bolum Sakolsh : ODigioma 2.0
KORUPSI sD:0 Digorma 3:3
SMP.0 S1.472
NILAI INDEKS SaU: 1 529
° Dpoma1:0 -1
4,0‘0 , 99,91 A) Powrjain PNS .0 SVASTA: 179
™I D WIRAUSAHA 4
POLRI: O TENAGAKONTRAK . 3
LAINNYA . 302

Bvaiuas 3 Ungr Tomncan Dangan NS Por Ursur

1. Apakah seiaiu mudah dalam mondapaiuan inormas tantang tarthiaya balk molalul woedsle ataupun potugas layaran & 1962
Porgasian 7

2. Apaiah momberian 1and Wrima kash 22 Ryanan yang cierima & Pangadian | maskioun Boak dminta ) 7 1993
1. Pornahiah dhubung dah sesoorang ( karyasan Pangacian ) yang akan mambarty calam pengunusan surat / boras 1995
panam 7

Tindak larpdt asn 3 Urser Toendan
DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELLM DS

Terimakasin atas paniialan yang telah Anca Derikan. Masukan Anda sangat
bermantaat bagl kemajuan satuan kerja kam| agar terus memperbalkl dan
meningkatian kualitas pelayanan Dagl masyarakat.
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3. Rekapitulasi Jawaban Responden

u1o

U9

V]3]

u7

ué

us

u4

u3

u2

Ul

No.

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25

26
27
28
29
30
31

32

33

34
35

36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47
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48

49

50
51

52

53

54
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64
65

66

67

68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97
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98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
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148
149
150
151
152
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

194
195
196
197
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198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

244
245
246
247
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248
249
250
251
252
253

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

294
295
296
297
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298
299
300
301
302
303

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

344
345
346
347
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348
349
350
351
352
353

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

394
395
396
397
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398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
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448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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498
499
500
501
502
503

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

544
545
546
547
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548 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
549 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
550 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
551 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
552 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
553 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
554 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
555 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
556 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
557 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
558 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
559 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
560 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
561 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
562 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
563 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
564 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
565 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
566 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
567 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
568 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
569 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
570 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
571 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
572 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
573 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
574 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
575 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
576 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
577 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
578 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2312 | 2310 | 2309 | 2305 | 2309 | 2308 | 2311 | 2311 | 2312 | 2312
NR | 4,000 | 3,997 | 3,995 | 3,988 | 3,995 | 3,993 | 3,998 | 3,998 | 4,000 | 4,000
SPAK 99,91
IPAK 4,00
Keterangan:

- U = Unsur Pelayanan

- NRR= Nilai Rata- rata

- IPK = Indeks Persepsi Korupsi

- *)=Jumlah NRR IPK tertimbang

- ) =Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)
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IPAK UNIT PELAYANAN : 99,91/4,000

Kategori : “Bersih dari Korupsi”

1. A (Bersih dari Korupsi) 88,31- 100,00 3,5324- 4,00

5. B (Cukgp Bersih dari 76.61 - 88.30 3,0644- 3,532
Korupsi)

3 C (Kurqng Bersih dari 65,00 - 76,00 2.60- 3,064
Korupsi)

4 D (Kurqng Bersih dari 25 00 - 64,99 1,00- 2,5996
Korupsi)
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EVIDEN TINDAK LANJUT

MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 188/KPT.W11-U/SK.HM1.1/1X/2023

“DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN BERJANJI AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN
MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”

BANDUNG, 25 SEPTEMBER 2023
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

S, D gani secara alek Ik obeh:
)

o ‘g B KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG |

3 ¢ Dr. SYAHRIAL SIDIK, 5.H., M.H.

ks UU ME 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1
!‘ oewd “InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasi cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah™
*Dokumen initelah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektroik vang diterbitkan BSrE
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PPID PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN”

BANDUNG, 26 MARET 2024
PANITERA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Deandatangani secara elektronk aleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dvs. H. DJAMALUDDIN DN, S.H., M.Hum.
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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

!

Sesusi Standar Operasional 30Har P‘JSW(_E‘

STAND“AR PELAYM | R o
ENGADILAN TINGGIBANDUN = |

.Jems Fruduk I.ayanah

layanan Banding Pe
elayanan Banding Pel
3 Pelayanan banding

|layanaribianding Per n
elayanan Fengaduan
. Pelayanan Permohonan Infarmasi ;

7 Pelayanan Penelitian/Riset ;
B. ‘Penyumpahan Advakat .
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Sistam Makanisme

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 226/KPT.W11-U/SK.OT1.2/X1/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA P AN TINGGI

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Ketua P il Tin, Band Nomor

Menimbang

Mengingat

el
Wil AU/123/0T.01. 3;5!'1‘023 Ia!\ml 12 Mei 2023 tentang
Timy

Standar Pel

o,

bahwa untuk bangy kep k
terhadap F i Tinggi Band makn perlu
dilakukan upaya kualitas 1
pencari keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan
perundangan terkait lainnya;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, maka tap-tiap Lembaga
Negara yang menyelenggarakan pcleyanan publik wajib
menyusun standar pelayanan pu
bahwa pel Pengadil Tlnw Band adalah
kegiatan dalam rangim pemznuhs.n kebutuhan
i bagi pencari keadil
bahwu untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-
baiknya, maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu
menyusun standar pelayannn yang dapat
lenggarakan dan b P publik bagi
pencari keadilan dan masyarakat;

bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf, a, b, ¢
dan d maka perlu ditetapkan Standar Pel pada
Pengadilan Tinggi Bandung,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Agun b telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Um:la.ng -Undang Nemer 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomaor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

]

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

AN TINGGI
TENTANG ﬂm PELAYANAN PADA PENGADILAN
TINGGI BANDUNG

Mencabut Keputusan Ketun Pengadilan Tinggi Bandung Namar
¢ WILUJI23/0T.01.3/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang
Standar Pelayanan Pengadilen Tinggi Bandung;
Menerapkan standar pelayanan Pengadilan Tinggl Bandung
sebagaimana dalam lampizan [ 11 dan [0 Surat Keputusan ing
sebagai dasar dalam keepada publik .
mengatur lebih lanjut detail pelakannaan pelnyumm yang
dilaksanakan pada Pergadilan Tings: Bandung;
Sejale ditetapkan surat keputuson ini, makn  pelaksannan
publik agar ile-baiknya dalam upaya
untuk mencapai standar sebogaimana telah distur sesuai
dengan Standor F\elnynmm Mgnd:lnn Tinggl Bandung ini;
Memerintalikan kepada setiap satuan kerja se-wilayah hukum
Pengndilan  Tinggi  Bandung  untuk  menyusun  Standar
Pelayanan sesunl dengan jenis pelapanan yang diberikan oleh
mankng-masing saruan kerja;

KELIMA :

Ketentuan mengenai  Standar  Pelayansn pada Pengadilan

" Tinggi Bandung disebut dalom Lamgiran Keputusan ini;

Hal-hol yong belum distur dalam lampiran Keputusan ing
ukan ditetapkan lebib lanjut dengan Keputusan Ketus
Pengadilan Tinggl Bandung sesuai dengan kebutuhan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1anggal ditetapkan dengan
ketentunn bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan,
akan dindakan perbaiknn seperlunyn.

Ditetapkan di Bandung
Fada tanggal 30 Navember 2023
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SK PE N G ELO LA TI DAN M EDSOS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR T WILU/ZI3/HMO02. 352023
TANGGAL : 12 MEI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA
TEEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA
PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
No. Nama Jabatan Kedudukan dalam
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG Tim
NOMOR : WILUAZVHM.OL VS 2023 1. | Dr. H. Hemi Swantoro, S.H., M.H Ketua Pembina
TENTANG Pengadilan Tingpi Bandung
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA TEKNOLOGH 2. | Sudarwin, 5.H.. M.H. Hakim Tingzi Ketua
INFORMASE, PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA PUBLIKAST — : m—
INFORMAST LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN 3. | Poltak Sitorus, S.H.. M-H. Hakim Tingzi Koordinator IT
FADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG 4. | Jesayas Tarigan, S.H.. M.Hum Hakim Tinggi Koordinator
KETUA PENGADILAN TINGGE BANDUNG, Media Sosial
Membacs P T S~V T g S — 5. | Ummi Hani, §.Sos K:pa.cll::;;un i’mpﬂnun Koordinator IT
WILWIT/KPOLYS2022  tanggal 31 Mei 2022 tentang A e g K—’Eﬁ,‘“ — —
Penunjukkan Tim Penpelola Publikasi Informasi Luyanan Lembaga - | Elns ECHER, 3 Y0 WE D, K Clllllll‘ und:::"l![ dinator
Peradilan dan Kehumasan Pads Penpadilan Tinggi Basdung: . CPCEAWRIAN dan :
2 Surat Kepuhwan Keotua Pengadilan Tinggi Bandung nomeor 7. | Sidik Nugraha, 5.Kom. Kepala Sub Bagian Rencana Koordinator IT
WILWISIHMO23W20Y tanggal 19 Agustus 2022 fentang : 1. Mencabut Surst Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor - - zrum dan Anges
Penunjukkan Tim Pengelols Media Sosial Pada Pengadilun Tinggi WILLA L I/KPOL 282022 tanggal 31 Mei 2022 tentang 8. | Ricar Soroinda Nasution, S.H., M H Panitera Muda Tipikor Anggota
Bandung: Penunjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga 9. | Mardono, S.H.. MH Panitcra Muda Pidana AR
3. Surat Kepuusan Ketua Pengadilin Tinggi Bandung nomor Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung; : -
WILAVITOHM.02. 392022 tangpal 22 September 2022 fentang 2 Mencabut Surat K Kea Py Jitan Tinggi Bandung nomor 10, | Nurmadiah Nurdin, S H.. M.H. Panitera Muda Hukum Anggota
Pcnlhm!\.duml'lm Satuan Tu.;au.s»\TGf\Sldau Pengelola Teknologi WILU/ASUHMO2 VR/2022 nggal 19 Agustus 2022 fentang T1. | Nanang Pristns, .. Panitcrs Muda Pordats Anggot
infioeme Pids Pengadibei Tings! Handurg Penunjukkan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tinggl z : z
4 Surt Keputusan Ketus Pengadilan Tinggi Bandung momor : Bandung: 12 | Sri Suratno Wibowo, ST Kepala Sub Bagian Tata Anggota
WILU2OKP.01. 212023 tanggal 6 Janoari 2023 tentang Petugis & Sioncihet e Ketiin Pengadilan Tingzi Bandus nomce Usaha dan Rumah Tangza
L Jawab Data dan Inf i Dari Website Paca Pengadilan WL I TOHM.O2 392022 tanggal 22 Scpiember 2022 fentang 13, | Anton Senjaya, S.Kom., S.H. Analis Perkara Peradilan Anggota
Tt B * Pembestukan Tim Satuan Tugs (Satgas) dan Pengelola Teknologi 14. | Tia Aditian Pasha, S.T. Pranata Komputer Anggola
Menlimbang a bahwa schubungan adanya pejabat yang mutasi, maka dipandang periu Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
untuk melakukan perubahan/penggantian Satuan Tugas (SATGAS) 4. Mencabut Surat K Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor 15. | Hera Caprina Permatasari, S.1.Kom Analis Perkara Peradilan Anggota
Pengelola Teknelogi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola WL 20KP 01 212023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Petugas 6 | Nisa W, - -
Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilon dan Kehamusan Pada Penanggung Jawsb Dats dan lnformasi Dari Website Pada Niva Wongsite, 5.Psl. Analisks Organtsasl Anggota
Pengadilan Tinggi Bandung: Prsgadilan Tiogi Basdung 17. | Martina Magdalena Barasa, S.T Analisis Tata Laksana Anggota
b bahwa penpgunaan dan pemanfaatsn Teknologi Informasi di : Mengangkat yang namanya terscbut dalam daftar Lampiran [ Keputusan 18. | Ayu Permata Sari. A.Md. Pengelola Informasi dan Anggota
linghumgan Pengadilan Tinggi Bandung hann dikembanghan dalam ini schagai Tim Satuan Tugss (SATGAS) Pengelola Teknologi Komunikasi
rangka rantuton dilan yang modem; Informasi, Pengelols Media Soaial dan Pengelols Publikasi Informasi 19. | Agus Purwanto, A Md. Pengelola Sistem dan Anggota
¢. bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dun cfisicn Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi Jaringan
untuk  mewujudk ’ § terhadap Hanshung: 20. | Indra Rizky Firmansyah, AMdA.T. Pengelola Sistem dan Anggota
pencari keadilan maupun dengan instansi terkait lainya yang bekerja Men . Jaringan
5 i : : + Menugaskan kepada Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi . — L
Pengadilan andung dipertukan
-~ ::‘:" e Jx' Bundung schingza e Informasi, Peagelols Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi 21 | Resti Aprilia, AMd. Pengelola Perkara Anggota
il e Layanan Lembaga Peradilan dan Kebumasan pada Pengadilan Tingsi 37 [Wida Amelia. SIP. S H. PPNPN Angzol
o bahwa dal a membimbing., i herikan wilus Bandung dengan rincian sek Lampiran II K iz
dari kendala impl i Teknologi i dan i = : Jai bertak wejek tanganl di hentan 23, | Aghnia Rusyda, AMd PPNPN Anggota
keterbukash informand terhadap masyarakat, maka perlu dibentuk Tim + Keputusan ini mulai u scgak tan, litctapkan, gan m.-nlnm oy - - n )
Satusn Tugas (SATGAS) Pengclola Teknologi Informasi, Pengclola a!uhla .dl.kﬂnlﬂl.ﬂl hari Iﬂl’.al'lil kekelinuan dalam Keputusan ini akan 24 | Ridzki Adiyono Putro, S. Ak PPNPN Anggota
Media Sosial dan Pengelola Publikosi Informasi Layanan Lembaga eilpevbaniics schugxlumg scatieys.
Peradilan dan Kchumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung:
LR RN Ditctapkan :  Bandung (Ditarcigtangan Socars cleronik deh
Pada Tanggal @ 12 Mel 2023 T PR CH S
Dr.H. HERRT SWANTORO S.M. MM,
ORaMatangan Merars cekirork Cleh
Dr H HERRI SWANTORO S H., MH.
Tsknist; UL T 19 Tahum 2006 Pudsl 5 wyet 1
1. Yth Sekretaris Mahkamah Agung R.1 di Jakarta. T Db dany stas Dubman LaAtomt Sas/slay haid Lslobanmy s erupatin siat bull, fuburs yeng st
2. ¥ih Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakana ® Dutumen w telsh 31 andateng e Leders siertrone ry vang e
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¢-PEDULI | Pengailan Tinggi Bandung

FORM E-PEDULI INFORMASI E-PEDULI,

E-PEDULI |

1

PERLINDUNGAN, PENGADUAN TERKEN

PENGADICANINGG! BAyDUNG‘

SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI

Menimbang

Mengingat

PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)
IN
DAN PENGADILAN NEGERI SE~JAWA BARAT

2w

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

USAN KETUA ILAN TINGGI
NOMOR : W11.Ur347/HM02.3/12/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradiian Modern yang
berbasis teknologi informasi diperiukan aplikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keaditan;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan cfektivitas dalam
pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap
masyarakat pencari keadiian yang menjangkau hingga ke
pedesaan, dipandang periu menerapkan aplikasi Perlindungan
Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung  tentang
Aplikasi i g Terkendall

(E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan

Negeri Se-Jawa Barat

Undang-Undang Nemer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung:

Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Afas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistiablowing System) Di

Mahkamah Agung Dan Badan Peradian Yang Berada Di

Bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 144/KMA/SKIVIIIZZ007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketuz Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1-144/KMA/SK//2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8.

KAN

RETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peraditan Umum Nomor :

1586/DJU/SKIPS01/8/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Dan Standar Meja Informasi Di Pengaditan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG
PEMBERLAKUAN  APLIKAS| PERLINDUNGAN PENGADUAN
TERKENDALI (E-PEDUL!) PADA PENGADILAN TINGG| BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.

Pemberlakuan  aplikasi  Perlindungan  Pengaduan  Terkendali
(E-PEDULI) secara penun pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa
Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan leunching aplikasi
Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadian
Tinggi Bandung

Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah
pelaksanaan Jaunching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendal
(E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada
masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai
dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama
dengan instansi terkalt yang dapat menjangkau hingga kepada
masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efekfivitas
pelayanan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekaliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORQ, S.H., M.H.

1 Yih. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.\. di Jakarta.
3. Yih. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.. di Jakarta
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PEMBINAAN

PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP
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KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 49/KPT.W11-U/SK.HM1/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna
layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang
telah ditetapkan,

b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan
standar vyang telah ditetapk atau galami
keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada
pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian
Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam
Surat Keputusan ini;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar
Pelayanan;

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

226/KPT.W11-U/SK.OT1.2/X1/2023 tentang Standar

Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Kesatu : ...

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KOMPENSASI PELAYANAN

2

: Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam
berian | 1 pada Pelay Terpadu Satu Pintu

P 1an ¥
(PTSP);
Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan
atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas
standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar
layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan
kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut ;

Jenis Kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
seperiunya.

Ditetapkan di Band

Pada Tanggal 5 Maret 2024

Ditandstangani secarn elektronik aleh:

KETUA PENGADILAN TINGG! BANDUNG
Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

Lamplran
Keputusan Ketua Pengadilan Tingn Randung

Tentung

Pelayanan pada Pengadilan Tingg Bandung
Moenar L A0/KFT. WI1-USSKHMI /I 2024
Tanggal 5 Maret 2024

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pel Dan Keterlamt
Pemberian Lay , Py lilan Tinggi Band akan memberikan Kompensasi
berupa :

No ‘Waktu Keterlambatan Kompensasi

1. |30 s.d. 60 Menit Gantungan Kunci
2. |61 s.d. 120 Menit Masker

3. | Lebih dari 120 Menit Mug (Gelas)

Ditandatangani secars slekironi ol

METUA PENGADILAN TINGG! BANDUNG.
Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
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KOMPENSASI

KETERLAMBATAN/ KETIDAKSESUAIAN
PELAYANAN PUBLIK

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Anda mendapat g
pelayanan yang tidak i i

Sasual Makl ran G e Surat Tirggl Bandul

m@mmm tanggtal 4 Januarf 2021, areda dapat menerima Ieomomsashneh?u

lwtorlamiata b
s nes

Staniar (507} yang 4 el

- ——

L BENTUK ~
Ll KOMPENSASI

Pelayanan Permohonan Maaf &
Penjelasan Terulis

e ——— e ——

Souvenir *

Penyampai ] ferlambe atau
ketidaksesualan pelayanan publik yang diterima
dapat disampaikan ke:

MEJA PENGADUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

oy
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RUJUKAN

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.
. Ridwan. 2008. Dasar- Dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian
Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan
Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan

Evaluasi Zona Integritas 2023.

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan | 2024 Pengadilan Tinggi Bandung 45



